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BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG :

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

BUPATI CIANJUR,

bahwa irigasi merupakan salah satu  komponen
pendukung keberhasilan pembangunan pertanian yang
mempunyai peran sangat penting, oleh karena itu
pengelolaan irigasi sangat diperlukan dalam mendukung
pembangunan scktor pertanian;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Cianjur Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pedoman
Pembentukan dan Pengembangan Perkumpulan Petani
Pemakai Air (P3A) Mitra Cai di Kabupaten Daerah Tingkat
I Cianjur sudah tidak sesuai dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan di bidang sumberdavaair,
sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b serta sebagai pelaksanaan dari
ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2006 tentang Irigasi. perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Irigasi;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Dacrah-Daerah Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Linglkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
MNomor 2851);
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun2004 tentang Sumber
Daya Air [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377};

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 5059);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomeor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 539, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang
Irigasi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006
Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4377);

Peraturan Pemecrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota(Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2003
tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas, dan
Tanggungjawab Lembaga Pengelolaan Irigasi Prvinsi dan
Kabupaten/Kota;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298 /HMEK.02/2003
tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi
Kabupaten /Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 Tahun
2011 tentang Penetapan Garis Sempadan Irigasi;

Peraturan Daerah Provinsit Jawa Barat Nomor 4 Tahun
2008 tentang Irigasi;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun
2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);

Peraturan Dacrah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);



Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Menetaplkan

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSEAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB 1
EETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat
daerah lain sebagai unsur penyvelenggara pemerintahan
daerah.

Bupati adalah Bupati Cianjur;

Dinas adalah organisasi perangkat daerah vang
membidangi pengelolaan irigasi.

Kepala Dinas adalah kepala dinas yang membidangi
pengelolaan irigasi.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat
dacrah Kabupaten Cianjur,

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat sctempat berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan
Nasional dan berada di Daerah.

Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas maupun
dibawah permukaan tanah, termasuk dalam penegertian
i1, air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang
dimanflaatkan di darat.

Sumber Air adalah tempat atau wadah air baik yang
terdapat pada, diatas, maupun dibawah permukaan
tanah.

Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk
menunjang pertanian yang jenisnya meliputl irigasi air
permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan
irigasi tambalk.

Irigasi Pedesaan adalah irigasi yang pembangunan, operasi
dan pemeliharaan jaringannyva dilaksanakan oleh petani
dibawah  pemberdayaan Pemerintah Desa dengan
dan/atau tanpa bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Daerah.
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Petak Blok Tersier adalah bagian lahan dari suatu daerah
yvang menerima air irigasi dari suatu pintu sadap tersier
dan mendapat pelayvanan dari  jaringan  yang
bersangkutan.

Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yvang mendapat air
dari satu jaringan irigasi.

Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, bangunan
pelengkap, dan daerah sempadan irigasi yang merupakan
satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi
mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian,
pemberian, penggunaan, dan pembuangannya.

Jaringan Utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam
satu sistem irigasi mulai dari bangunan utama, saluran
induk/primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap
serta bangunan pelengkapnyva.

Jaringan Sekunder adalah saluran pembawa air irigasi
vang mengambil air dari bangunan bagl yang berada
dalam jaringan irigasi.

JaringanTersier adalah jaringan irigasi vang berfungsi
sebagal prasarana pelayanan air di dalam petak tersier
vang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran
tersier, saluran pembagi yvang disebut saluran kwarter dan
saluran pembuang berikut bangunan turutan serta
pelengkapnya, termasuk jaringan irigasi pompa yvang luas
areal pelavanannya disamakan dengan areal tersier.

Petani Pemakai Air adalah semua petani vang mendapat
nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelola air
dan jaringan irigasi yang meliputi pemilik sawah, pemilik
penggarap sawah, penggarap/penvakap, pemilik kolam
ikan, perangkat desa yang mendapatkan tanah kas desa/
bengkok, badan usaha, badan sosial yang mengusahakan
sawah atau kolam vang mendapatkan air dari jaringan
irigasi dan pemakai air lainnva.

Pengelolaan Air  Irigasi  adalah scgala usaha
pendayagunaan air irigasi pada petak tersier dan jaringan
irigasi pedesaan serta jaringan irigasi pompa melalul
pemanflaatan jaringan irigasi yang mangsung
berhubungan dengan petani dan areal pertaniannya, guna
memenuhi  kebutuhan optimal pertanian termasuk
pemeliharaan jaringannva.

Perkumpulan Petani Pemakal Air, selanjutnya disebut P3A
adalah organisasi petani pemakai air dalam suatu daerah
pelayvanan irigasi yvang dibentuk oleh petani sendiri secara
demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air
irigasi.

Gabungan Perkumpulan Pemakai Air, selanjutnya disebut
GP3A adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan
dari sejumlah P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi,
vang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada
sebagian dacrah irigasi atau pada tingkat sekunder.



22,

23.

24.

26.

28.

29,

30.

Induk PerkumpulanPetani Pemakai Air, selanjutnya
disebut IP3A adalah istilah umum untuk wadah
kelembagaan dari sejumlah GP3A vang memanfaatkan
fasilitas irigasi, vang bersepakat bekerjasama dalam
pengelolaan pada satu daerah irigasi atau pada tingkat
induk primer.

luran Pengelolaan Irigasi adalah iuran yang ditetapkan,
dipungut, disimpan, dan dimanfaatkan oleh P3A, GP3A,
IP3A  secara otonom dan transfaran untuk biayva
pengelolaan irigasi.

KeberlanjutanSistem Irigasi adalah usaha-usaha untuk
mengendalikan dan menanggulangi terjadinya kerusakan

jaringan irigasi serta alih fungsi lahan beririgasi sehingga

ketersediaan air untuk irigasi dapat terpenuhi sesuai
dengan tingkat ketersediaan air.

Pembiayaan Pengelolaan Irigasi adalah segala biaya vang
diperlukan untuk operasi dan pemeliharaan, rchabilitasi
dan pembangunan sarana irigasi yvang dikelola oleh
P3A/GP3A/IP3A dengan dana utama berasal dari
pemberlakukan iuran pengelolaan irigasi, serta sumber-
sumber pembiayaan darn Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Daerah, dan Desa dengan memperhatikan prinsip-prinsip
pemberdayaan.

Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi
antara Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemalkai
air tingkat daerah irigasi, pemakai air irigasi untuk
keperluan lainnya, dan unsur masyarakat yang
berkepentingan dalam pengelolaan irigasi vaitu lembaga
swadaya masyvarakat, wakil perguruan tinggi, dan wakil
pemerhati irigasi lainnya di Daerah.

Forum Koordinasi Daerah Ingasi adalah wadah konsultan
dan komunikasi dari dan antar P3A dengan Pemerintah
Daerah, Pemerintah Daerah lain serta pemakai air irigasi
dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian
daerah serta vang jaringan utamanya bersifat multiguna
serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan
bersama.

Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan
penyediaan jaringan irigasi di wilayah Daerah dan
penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal
pelavanan.

Pengelolaanlrigasi adalah segala usaha pendayvagunaan air
irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan,
pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi
serta jalan inspeksi.

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan
pengaturan irigasi vang meliputi penyediaan, pembagian,
pemberian, penggunaan, dan pembuangannya termasuk
usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap
berfungsi dengan baik.
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Pengamanan Jaringan Irigasi adalah wupaya untuk
mencegah dan menaggulangi terjadinva kerusakan
jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air,
hewan atau manusia guna mempertahankan fungsi
jaringan irigasi.

Daerah Sempadan Irigasi adalah kawasan sepanjang kiri
kanan saluran yang dibatasi oleh garis sempadan irigasi
vang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan
kelestarian fungsi jaringan irigasi.

rehabilitasi Jaringan [rigasi adalah kegiatan perbaikan
jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan
irigasi.

Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan
jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan
kondisi lingkungan daerah irigasi guna peningkatan fungsi
dan pelayanan irigasi.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan  kesatuan, baik yang melakukan wusaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN)}, atau badan
usaha milik dacrah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yavasan organisasi massa,
orgamsasi sosial politik, atau organisasi lainnyva termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pemberdayaan  Perkumpulan Petani Pemakai  Air,
selanjutnya disebut P4A adalah upaya penguatan dan
peningkatan kemampuan perkumpulan petani pemakai air
atau upava peningkatan status organisasi/kelembagaan
P3A secara demokratis scbagai badan yang otonom dan
mempunyal hak dan wewenang atas pengelolaan irigasi di
wilayah Daerah.

Manajemen Aset Irigasi adalah kegiatan inventarisasi,
audit, perencanaan., pemanfaatan, pengamanan aset
irigasi dan evaluasi.

Hak Guna Air adalah hak yang diberikan oleh pejabat
berwenang kepada P3A, badan, perorangan, dan pemakai
air irigasi lainnya untuk memakai air irigasi.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnva disebut PPNS
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh
Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah.



BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Irigasi disclenggarakan berdasarkan asas partisipatif, terpadu,
berwawasan lingkungan, kelestarian dan keseimbangan,
keberlanjutan, kemanfaatan umum, mandirl, transparan,
akuntabel, dan berkeadilan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

(1) Irigasi diselenggarakan dengan malksud untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, Kkhususnya petani dengan
keberlanjutan sistem irigasi.

(2) Irigasi diselenggarakan dengan (ujuan untuk mengatur
wewenang, tugas dan tanggungjawab pengelola irigasi
dengan mengutamakan partisipasi, aspirasi, kebutuhan,
kepentingan masyarakat petani.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna
meningkatkan produkst pertanian dalam rangka ketahanan
pangan serta meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,
khususnya petani.

BAB JIIT
PRINSIPPENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
Pasal 5

(1) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dilaksanakan
sccara partisipatif dengan mendorong peran serta petani baik
secara perorangan atau melalui P3A  sesual  dengan
kebutuhan dan kemampuannya.

(2) Pengembangan dan pengeiclaan sistem Irigasi yang
dilaksanakan oleh badan atau perorangan diselenggarakan
dengan memperhatikan kepentingan masyarakat
disekitarnya, untuk kebutuhan pokok sehari-hari.

(3) Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dilaksanakan
dengan :

a. mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air
tanah secara terpadu;
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b. prinsip satu sistem Irigasi yang merupakan satu
kesatuan manajemen pengembangan dan pengelolaan
dengan memperhatikan kepentingan pengguna dibagian
hulu, tengah, hilir secara seimbang;

c. melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat
dicapai pemanfaatan jaringan irigasi vang optimal.

Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dilaksanakan
untuk menjamin keberlajutan berdasarkan :

a. keandalan air irigasi, yang diwujudkan melalui kegiatan
pembangunan  yang memperhatikan  aspek-aspek
konservasi dan pelestarian guna menjamin keseimbangan
keandalan air, berupa pemanfaatan dan pengembangan
situ, pembangunan waduk, waduk lapangan, bendung,
pompa dan jaringan drainase vang memadai,
pengendalian mutu air, serta pemanfaatan kembali air
drainase;

b. keandalan prasarana Irigasi vang diwujudkan melalui
kegiatan peningkatan dan  pengelolaan lIrigasi vang
meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan,

BAB IV
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
Bagian Kesatu
Lembaga Pengelola
Pasal 6

Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan Irigasi yang
dibangun, dibentuk kelembagaan pengelolaan Irigasi.

Lembaga pengelola Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi Dinas, P3A, dewan sumberdava air, dan komisi
irigasi atau pihak lain sesual dengan kewenangannva dalam
perencanaan, pembangunan operasi, dan pemeliharaan,
rehabilitasi, peningkatan, pengamanan, dan pembiayaan.

Bagian Kedua
Komisi Irigasi
Pasal 7

Untuk mewyjudkan keterpaduan dalam pengelolaan sistem
Irigasi dibentuk komisi Irigasi olch Bupati.

Keanggotaan komisi Irigas: sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari unsur-unsur Dinas, P3A, Perguruan Tinggi,
Lembaga Swadava Masyvarakat dan Wakil Kelompok
pengguna jaringan Irigasi dengan memperhatikan prinsip
keanggotaan proporsional.

Komisi [rigasi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
mempunyai tugas ;

a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan

meningkatkan kondisi dan fungsi jaringan Irigasi;



(1)

b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian,
dan pemberian air Irigasi yang efisien bagi pertanian dan
keperluan lain;

c. merckomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan
Irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;

d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi
lahan beririgasi;

e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan
oleh Dinas dan instansi terkait dengan
mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada
setiap daerah Irigasi, pemberian air serentak atau
golongan, kesesuaian jenis (anaman, serta rencana
pembagian dan pemberian air;

. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi
jaringan Irigasi yang meliputi prioritas penvediaan dana,
pemeliharaan, dan rehabilitasi;

memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan
aset Irigasi;

e

h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberiani
izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan
Jjaringan Irigasi dan peningkatan jaringan;

I. memberikan masukan atas penetapan hak guna pakai air
untuk Irigasi dan hak guna usaha untuk Irigasi kepada
badan atau perorangan;

J. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi

permasalahan  daerah  Irigasi akibat kekeringan,
kebanjiran, dan akibat bencana alam lain;

k. memberikan masukan dan perlimbangan dalam proses
penetapan kehijakan Irigasi;

. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upava
menjaga keandalan dab keberlajutan sistem Irigasi.

Bagian Ketiga
P3A
Pasal B
Para petani pemakai air wajib membentuk perkumpulan
secara demokralis pada setiap daerah layanan/petak tersier
atau desa.
Perkumpulan scbagaimana dimaksud pada avat (1) adalah

gabungan P3A pada daerah layanan/blok sekunder,
gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah Irigasi.

Gabungan P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
membentuk induk P3A pada daerah layanan/blok primer,
gabungan beberapa blok primer atau satu daerah Irigasi.
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Bagian Keempat
Forum Koordinasi
Pasal 9

Koordinasi pengelolaan jaringan Irigasi yang jaringannya
berfungsi multiguna pada satu dacrah Irigasi dilaksanakan
melalui forum koordinasi Daerah [rnigasi.

Forum Koordinasi Daerah Irigasi scbagaimana dimalksud
pada ayat (1) merupakan lorum musyawarah vang diikuti
oleh para pemangku kepentingan pada daerah Irigasi yang
bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan
pemanfaatan air dan jaringan Irigasi.

Hasil musvawarah forum koordinasi daeralhh sebagaimana
dimakud pada avat (2) dilaporkan kepada Komisi Irigasi.
BAB V
PEMBERDAYAAN P3A
Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A melalui
penguatan, peningkatan, dan peran serta aktif P3A.

Pemberdayaan P3A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
melalul penetapan strategi dan program pemberdayaan
berdasarkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan
pengelolaan sistem Irigasi.

Pemerintah Daerah memfasiiitasi pembentukan P3A.

Pemerintah Daerah atau pihak lain dapat memberikan
bantuan kepada P3A dalam melaksanakan pemberdayaan.

Pasal 11

Kewenangan Pemerintah Dacrah dalam pemberdayaan P3A,
adalah :

=

d.

melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang
Irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada
masvarakat petani;

mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi
tepat guna vang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan
kearipan lokal;

memflasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan peneclitian dan
pengembangan teknologi dibidang Irigasi; dan

memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan
teknologi dalam bidang Irigasi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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BAB VI
PENGATURAN AIR IRIGASI
Bagian Kesatu
Pengakuan Atas Hak Ulayat
Pasal 12

Pemerintah Daerah sesual dengan kewenangannya dalam
pengelolaan sumber daya air, mengakui hak ulayat masyarakat
hukum adat setempat dan hak sejenis yang berkaitan dengan
penggunaan air dan sumber air untuk Irigasi, sepanjang tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan  ketentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Bagian Kedua

Hak Guna Air, Hak Guna Pakai Air dan
Hak Guna Usaha Air

Pasail 13

{1) Hak guna air untuk Irigasi berupa hak guna pakal air untule
Irigasi dan hak guna usaha air untuk Irigasi.

{2) Hak guna pakai air untuk Irigasi diberikan untuk pertanian
ralcyat.

(3) Hak guna usaha air untuk Irigasi diberikan untuk keperluan
pengusahaan di bidang pertanian.

(4) Penggolongan usaha pertanian sebagaimana dimaksud pada
avat (3) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
Pasal 14

{1) Pengusaha vang akan melaksanakan pembangunan sistem
Irigasi baru atau peningkatan sistem Irigasi vang sudah ada
harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air
kepada Bupati.

(2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permochonan izin
sebagaimana dimaksud pada avat (1) berdasarkan hasil
kajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan
air, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya.

(3} Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1) disetujui, pengusaha dapat melaksanakan
pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem
irigasi vang sudah ada.

(4) Izin prinsip alokasi air scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati
berdasarkan permintaan :

a. P3A untuk jaringan Irigasi vang telah selesai dibangun
oleh Pemerintah Daerah atau P3A; dan

b. Badan atau perseorang untuk jaringan Irigasi vang telah
selesai dibangun.
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Pasal 15

Hak guna pakai air yang diberikan kepada masyarakat
petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2] melalui
P3A dan bagi pertanian rakvat vang berada didalam sistem
Irigasi yang sudah diperoleh tanpa izin.

Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Bupati pada setiap daerah Irigasi dipintu
pengambilan pada bangunan utama dilengkapi dengan
rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak
tersier yang mendapatkan air.

Hak guna pakai air bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi
baru dan sistem Irigasi vang ditingkatkan diberikan kepada
masyarakat petani melalui P3A berdasarkan izin pemakaian
air untuk Irigasi.

Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada avat (3)
diberikan oleh Bupati pada setiap daerah irigasi dipintu
pengambilan pada bangunan utama dilengkapi dengan
rincian daftar petak primer, pctak sekunder, dan petak
tersier yang mendapatkan air.

Hak guna pakai air untuk Irigasi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 16 ayat {2) diberikan pada suatu sistem Irigasi
sesuai dengan luas daerah irigasi vang dimanfaatkan.

Pemberian hak guna pakai air untuk Irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dievaluasi paling sedikit 2 (dua)
tahun sekali atau paling lama 5 (lima) tahun sekali untuk
mengkaji ulang kesesual antara hak guna pakai air untuk
Irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada
sumbernya.

Hasil e¢valuasi scbagaimana dimalksud pada avat (6)
digunakan sebagai dasar untuk melanjutlcan, menyesuaikan,
atau mencabut hak guna pakai air.

Pasal 16

Hak guna wusaha air untuk Irigasi bagi Badan atau
perserorangan dalam pengelolaan air sebagaimana dimaksud
pada Pasal 16 avat (3) diberikan coleh Bupati berdasarkan
permohonan pengusahaan air.

Hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan secara selektif dengan mengutamakan penggunaan
air untuk pemenuhan untuk kebutuhan pokol sehari-har:
dan pertanian ralyat,

Hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada avat (1)
diberikan untuk daerah Irigasi pelayanan tertentu dipintu
pengambilan pada bangunan utama, paling lama 10
(sepuluh} tahun dan dapat diperpanjang.

Pemberian hak guna usaha air scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dievaluasi setiap 5 (lima} tahun untuk mengkaji
ulang kesesualan antara hak guna usaha air dengan
penggunaan air dan Ketersediaan air pada sumbernya.
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(5} Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4]
digunakan sebagai dasar untuk meclanjutkan, menyesuaikan
atau mencabut hak guna usaha air.

Bagian Ketiga

Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang
Hak Guna Air Irigasi

Pasal 17

(1} Pemegang Hak guna air berhak mendapatkan air Irigasi
sesual dengan izin vang diberikan.

{2) Pemegang Hak Guna Air, berkewajiban :

a. mengikuti sistem distribusi air yang telah ditetapkan
untuk Daerah Irigasi tersebut;

b. bertanggungjawab memelihara fungsi jaringan Irigasi.
(3} P?megang izin Hak Guna Air dilarang memindahtangankan
izin.
Bagian Keempat
Penyediaan Air Irigasi
Pasal 18

(1) Penyediaan air Irigasi diarahkan untuk mencapai hasil
produksi  pertanian  yang optimal  dengan tetap
memperhatikan keperluan lainnya,

(2} Dalam penyediaan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bupati mengupayakan optimalisasi penyediaan air
dalam satu daerah Irigasi maupun antar daerah Irigasi
melalui pengendalian dan perbaikan mutu air Irigasi.

(3] Dalam hal ketersediaan air Irigasi terbatas, Bupati
menctapkan penyesuaian alokasi air Irigasi.

Pasal 19
(1} Dalam hal terjadi keterbatasan air Irigasi pada sumber air
dan/atau kondisi tertentie vang mengakibatkan

diperlukannya substitusi atau suplesi air Irigasi, dengan
mempertimbangkan potensi sumber air serta kemampuan
keuangan daerah, Bupati dapat mengupayakan tambahan
pasokan air Irigasi dari sumber air lainnya dengan
pembangunan waduk, embung, tampungan air atau
sgjenisnya atau melakukan penyelesaian pengaturan air
setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi Daerah
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal penyediaan tambahan air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} tidak terpenuhi, Bupati meninjau dan
menetapkan kembali rencana penyediaan air sesuai dengan
asas keadilan dan keseimbangan serta mengupayakan agar
tanaman tidak terjadi puso.
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Bagian Kelima
Pengaturan Air Irigasi
Pasal 20

Pelaksanaan pengaturan air Irigasi didasarkan atas rencana
tahunan pengaturan air I[rigasi vang memuat rencana
pembagian dan pemberian air Irigasi.

Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun oleh Dinas berdasarkan rencana tahunan
penyediaan air Irigasi dan usulan P3A mengenai kebutuhan
air dan rencana tata tanami.

Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Daerah dengan
memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi vang disepakati
P3A pada setiap daerah Irigasi dan ditetapkan oleh Bupati.

Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai dari
petak primer, sekunder sampai dengan tersier, dilakukan
oleh oleh pelaksana pengelolaan Irigasi sesuai dengan
kebutuhan masing-masing.

Pasal 21

Pembagian air Irigasi dalam jaringan primer dan/atau
sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan
bagi sadap vang telah ditentukan.

Pembagian air Irigasi ke petak tersier dilakukan melalui
bangunan sadap atau bangunan bagl sadap vang telah
ditentukan.

Untuk memperoleh hasil alokasi air, pembagian dan
pemberian air yang tepat, pada bangunan bagi dan bagi
sadap harus dilengkapi alat pengukur debit dan papan
operasi.

Pasal 22

Pembagian dan pemberian air Irigasi dilakukan untulk
mengairl lahan pertanian rakyat di petak tersier yang telah
ditetapkan.

Pembagian dan pemberian air Irigasi untuk mengairi lahan
pertanian diluar petak tersier dan untuk keperluan lainnya,
dilaksanakan apabila :

a. terdapat kelebihan air;
b. P3A tidak keberatan,

Pasal 23

Agar pembagian dan pemberian air Irigasi tepat guna, Bupati
menetapkan alokasi air berdasarkan masa tanam untuk setiap
daerah irigasi selambat-lambainva 1 (satu) bulan sebelum
musim tanam dimulai.
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Bagian Keenam
Drainase

Pasal 24

Setiap pembangunan jaringan Irigasi harus dilengkapi
dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan
satu kesatuan dengan jaringan Irigasi vang bersangkutan.

Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak
mengganggu produktivitas lahan.

Kelebihan air Irigasi vang dialirkan melalui drainase harus
dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar
memenuhi  persyvaratan mutu  berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yvang berlaku.

Pemerintah Dacrah, P3A dan masyarakat harus menjaga
mutu air dan kelangsungan fungsi drainase.

Pasal 25

Masyarakat dapat memfungsikan kembali air drainase untuk
keperluan pertanian sepanjang tidak mengganggu fungsi
drainase, setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah
berdasarkan usulan P3A.

Alr  drainase sedapat mungkin diupayakan untuk
dipergunakan kembali sesuai dengan kaidan konservasl.

BAB VII

PENGAMBANGAN DAN PENGELOLAAN
JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Pembangunan Jaringan Irigasi
Pasal 26

Pembangunan jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan
rencana induk pengembangan jaringan Irigasi sebagai bagian
dari rencana tata ruang wilavah Daerah, yang disusun
berdasarkan kesepakatan bersama dengan masvarakat, P3A
dan pihak lain yang berkepentingan dengan memperhatikan
renicana pembangunan pertanian sesual dengan norma,
standar, pedoman, dan manual.

Pembangunan jaringan Irigasi scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mendapat izin dar: Pemerintah Daerah.

Pembangunan jaringan Irigasi primer dan selkunder
merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah, dan dapat
dilakukan oleh P3A berdasarkan izin dari Pemerintah
Daerah.

Pembangunan jaringan irigasi desa merupakan
tanggungjawab  Pemerintah  Desa, sedangkan untuk
pembangunan jaringan Irigasi tersier menjadi halt dan
tanggungjawab P3A vang bersangkutan.
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Badan atau perseorangan yang memanfaatkan air dari
sumber air melalui jaringan lIrigasi vang dibangun
Pemerintah Daerah dapat membangun jaringan sendiri
setelah mendapat  izin dan persetujuan desain dari
Pemerintah Daerah berdasarkan rencana induk
pengembangan jaringan Irigasi.

Bagian Kedua
Peningkatan Jaringan Irigasi
Pasal 27

Peningkatan jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan
rencana induk pengembangan jaringan Irigasi vang
merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Daerah,
vang disusun berdasarkan kesecpakatan bersama dengan
masyarakat, P3A dan pihak lain yang berkepentingan dengan
memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan
sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual.

Peningkatan jaringan Irigasi scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan dar
Pemerintah Daerah.

Peningkatan jaringan Irigasi primer dan sekunder
merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah, dan dapat
dilakukan oleh P3A berdasarkan izin dari Pemerintah
Daerah.

Peningkatan jaringan Irigasi desa merupakan tanggungjawab
Pemerintah Desa, sedangkan untuk peningkatan jaringan
Irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab P3A vang
bersangkutan,

Peningkatan jaringan Irigasi yang menyebabkan perubahan
dan/atau pemobongkaran jaringan irigasi primer dan
sckunder harus mendapat izin dari Bupati dan persetujuan
P3A yvang bersangkutan,

Badan atau perseorangan yang memanfaatkan air dari
sumber air melalui jaringan Irigasi vyang dibangun
Pemerintah Daerah  dapat meningkatkan jaringan sendiri
setelah mendapat izin dan persetujuan desain dari
Pemerintah Daerah berdasarkan rencana induk
pengembangan jaringan Irigasi.

Bagian Ketiga
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 28

Operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi primer dan
sckunder merupakan wewenang dan tanggungjawab
Pemerintah Daerah.

P3A dapat berperan secrta dalam operasi dan pemeliharaan
jaringan Irigasi primer dan sckunder sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuannya.
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P3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi
dan pemeliharaan jaringan Irigasi primer dan sekunder.

Operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi primer dan
sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
atas dasar rencana tahunan yvang disepakati bersama secara
tertulis antara Pemerintah Dacrah, P3A dan pengguna
jaringan Irigasi disetiap Daerah Irigasi.

Operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi terseier menjadi
hak dan tanggungjawab P3A.

Operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi milik Badan atau
perorangan menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan
dan  kompetensi  petugas  pelaksana  operasi dan
pemeliharaan.

Bupati dapat memberikan bantuan dan fasilitas wvang
diperlukan untuk pelaksanaan operasi dan pemeliharaan
jaringan Irigasi yang dikelola oleh P3A, sesuai peraturan
perundang-undangan vang berlaku dengan memperhatikan
prinsip kemandirian.

Pasal 29

Pemerintah Daerah menetapkan waktu pengeringan dan
bagian jaringan Irigasi vang harus dikeringkan untuk
keperluan  pemeriksaan dan  pemeliharaan, setelah
berkonsultasi dengan P3A dan pengguna air lainnya.

Walktu pengeringan bagian jaringan Irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dipilih waktu yang tepat,
dilalukan paling lama 2 [dua) minggu dan diberitahukan
kKepada P3A dan pengguna lainnya paling lambat 6 {enam)
bulan sebelum pelaksanaan pengeringan.

Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan
rehabilitasi dan peningkatan, dilakukan paling lama 6 {enam)
bulan dengan waktu pengeringan keseluruhan secara
maksimal 2 {dua) minggu secara berselang,

Pasal30

Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi,
dilakukan pengamanan yang bertujuan untuk mencegah
kerusakanjaringan Irigasi,

Pengamanan jaringan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pemerintah Daerah, P3A dan pihak lain
sesual dengan tanggungjawab masing-masing.

Pasal 31

Dalam rangka pengamanan jaringan Irigasi, diperlukan garis
sempadan irigasi.
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Garis sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberlakukan baik untuk jaringan Iri gasi vang alkan
dibangun maupun vang telah terbangun baik oleh
Pemerintah  Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah,
perscorangan, dan Badan,

Garis sempadan Irigasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi garis sempadan saluran yang terdiri atas saluran
suplesi/penghubung, saluran primer, saluran sekunder,
garis  sempadan saluran pembuang dan/atau  garis
sempadan bangunan Irigasi.

Pemerintah  Daerah  sesuai dengan  kewenan gannya,
menetapkan garis sempadan pada jaringan Irigasi.

Penctapan garis sempadan saluran lIrigasi sebagaimana
dimaksud pada avat (3] harus mempertimbangkan
ketinggian tanggul, kedalaman saluran  dan/atau
penggunaan tanggul dengan ketentuan :

a. garis sempadan saluran Irigasi tidak bertangeul diukur
dari tepi luar parit drainase dikanan dan kiri saluran
Irigasi dengan jarak garis sempadan paling sedikit sama
dengan kedalaman saluran Irigasi, bila kedalaman kurang
dari 1 (satu) meter, maka jarak garis sempadan paling
sedikit 1 (satu) meter;

b. garis sempadan saluran Irigasi bertanggul diukur dari sisi
luar kaki tanggul dengan jarak garis sempadan paling
sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran Irigasi,
bila kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, maka jarak
garis sempadan paling sedikit 1 {satu) meter;

c. garis sempadan saluran Irigasi pada lereng/tebing diukur
dari titik potong antara garis galian dengan permukaan
tanah asli untuk sisi lereng diatas saluran dan sisi luar
kaki tanggul untuk sisi lereng dibawah saluran, dengan
Jarak garis sempadan untuk sisi lereng diatas saluran
paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran
[rigasi dan jarak garus sempadan untuk sisi lereng
dibawah saluran paling sedikit sama dengan ketinggian
tanggul saluran Irigasi.

Penetapan garis sempadan saluran pembuang Irigasi berlaku
ketentuan sebagai berilut :

a. penentuan jaralk garis sempadan saluran pembuang
Inigasi tidak bertanggul, diukur dari tepi luar dikanan
dan kiri saluran pembuang Irigasi;

b. penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang
Irigasi bertanggul, diulcur dari sisi luar kaki tanggul;

c. jarak garis sempadan saluran pembuang Irigasi
dilakukan sesuai dengan jarak garis sempadan pada
saluran Irigasi.

Penetapan garis sempadan bangunan Irigasi diatur sebagai
berikut :
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a. bangunan yang terletak didalam ruang sempadan
jaringan Irigasi, pencntuan jarak sempadan bangunan
irigasinya mengikuti sempadan jaringan irigasi yang
bersangkutan;

b. bila batas bangunan Irigasi melebihi batas sempadan
saluran, penentuan jarak sempadannya diukur dari titik
terluar bangunan,

c. bila bangunan Irigasi terletak diluar daerah sempadan
saluran, penentuan jarak sempadannya mengikuti desain
bangunan,

Garis sempadan jaringan Irigasi yang tidak dapat ditentukan
sesuai dengan ketentuan jarak garis sempadan, dilakukan
melalui kajian teknis yang komprehensif dan terpadu oleh
tim dari Dinas, dengan melibatkan instansi terkait.

Untuk mencegah hilangnya air Irigasi dan rusaknya jaringan
Irigasi, Pemerintah Daerah menetapkan larangan membuat
galian pada jarak tertentu diluar garis sempadan.

Untuk keperluan pengamanan jaringan Irigasi, dilarang
mengubah dan/atau membongkar bangunan Irigasi serta
bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain didalam,
diatas, atau yang melintasi saluran Irigasi, kecuali ada izin
dari Pemerintah Daerah.

Tata cara penetapan garis sempadan jaringan Irigasi,
pemanfaatan, pengamanan, dan  pengawasan  ruang
sempadan jaringan Irigasi akan ditetapkan lebih lanjut oleh
Bupati.

Bagian Keempat
Rehabilitasi Jaringan Irigasi
Pasal 32

Rehabilitasi  jaringan Irigasi dilaksanakan berdasarkan
urutan prioritas  kebutuhan perbaikan Irigasi vang
ditetaplkan oleh Bupati, setelah memperhatikan
pertimbangan Komisi Irigasi Daerah dan harus mendapat
izin serta persetujuan desaindari Dinas.

Pemerintah Dacrah bertanggungjawab terhadap rehabilitasi
jaringan Irigasi primer dan sekunder yang dilaksanakan
secara partisipatif.

Rehabilitasi jaringan Irigasi desa merupakan kewenangan
Pemecrintah Desa, kecuali untuk jaringan Irigasi tersier
merupakan hak dan tanggungjawab P3A.

Rehabilitasi jaringan Irigasi yang menyebabkan perubahan
dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan
sekunder, harus mendapat izin dari Bupati, kecuali untuk
jaringan Irigasi tersier harus mendapat izin dari P3A yang
bersangkutan.



(5) Badan atau perseorangan yang memanfaatkan air dar
sumber air melalui jaringan Irigasi yang dibangun
Pemerintah Daerah, dapat merehabilitasi jaringannya setelah
mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah
Daerah.

BAB VIII
PENGELOLAAN ASET IRIGASI
Bagian Kesatu
Pengelolaan
Pasal 33

Pengelolaan aset Irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan
pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan  evaluasi
pelaksanaan serta pemutahiran hasil inventarisasi aset Irigasi.

Bagian Kedua
Inventarisasi
Pasal 34

(1) Inventarisasi aset Irigasi terdiri dari jaringan Irigasi dan
pendukung pengelolaan Irigasi.

(2) Inventarisasi jaringan Irigasi dilaksanalkan setahun sekali
vang bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi,
jenis, kondisi, dan fungsi scluruh aset serta data
ketersediaan air, nilai aset dan areal pelayanan pada setiap
Daerah Irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem Irigasi.

(3) Inventarisasi pendukung pengelolaan Irigasi dilaksanakan
setiap 5 (lima} tahun sekali dengan tujuan untuk
mendapatkan data, jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi
pendukung pengelolaan Irigasi.

(4) Pemerintah Daerah melaksanakan inventarisasi, dan
mengembangkan sistem informasi Irigasi berdasarkan
dokumen inventarisasi asct Irigasi.

(3) Badan, perseorangan, dan P3A, menyusun inventarisasi aset
Irgasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan
untuk membantu Pemerintah Dacrah melakukan kompilasi
atas hasil inventarisasi.

Bagian Hetiga
Perencanaan

Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana
pengelolaan aset Irigasi, meliputi kegiatan analisis data hasil
dan perumusan rencana tindalc lanjut untuk
mengoptimalkan pemanfaatan aset Irigasi dalam setiap
daerah Irigasi untulk menjamin kelangsungan fungsi jaringan
Irigasi setiap 5 (lima) tahun sekali berdasarkan hasil
manajemen aset Daerah.



(2} Penyusunan rencana pengelolaan aset Irigasi dilakukan
secara lerpadu, translaran, dan akuntabel dengan
melibatkan perwakilan pengguna jaringan Irigasi.

(3) Badan, persecorangan, dan P3A menyvusun rencana
pengelolaan asel Irigasi yvang menjadi tanggungjawabnya
secara berkelin .

Bagian Keempat

Pelaksanaan
Pasal 36

(1) Dinas n sanakan  pengelolaan  aset Irigasi secara
berkelanj i 11 berdasarkan rencana pengelolaan vang telah
ditetapka

(2) Badan, ;v rseorang atau P3A melaksanakan pengelolaan aset
frigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara
berkelaiitan.

Bagian Kelima
Evaluasi
Pasal 37

(1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset
[rigasi setiap tahun.

(2) Badan, persecorang atau P3A  melakukan  evaluasi
pelaksanaan pengelolaan aset Irigasi yang menjadi
tanggungjawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keenam
Pemutakhiran
Pasal 38
Pemutakhiran hasil inventarisasi aset Irigast dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah.
Pasal 39

Pedoman pengelolaan aset Irigasi alkan ditetapkan lebih lanjut
oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yvang
berlalu.

EAB IX
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi
Pasal 40

(1) Pembiavaan dan pengembangan jaringan Irigasi primer dan
sckunder, pengembangan bangunan sadap, saluran
sepanjang 50 {lima puluh) meter dari bangunan sadap, boks
tersier, dan bangunan  pelengkap tersier lainnva
tanggungjawab Daerah.



(1)

(2)

(2]

(3)

Pembiayaan dan pengembangan jaringan Irigasi tersier
tanggungjawab P3A.

P3A dapat membantu pembiayvaan pengembangan jaringan
Irigasi primer dan sckunder atas persetujuan Bupati.

Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan
jaringan Irigasi tersier, Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya dapat membantu berdasarkan permintaan
dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pembiayaan dan pengembangan jaringan Irigasi vang
diselenggarakan oleh Badan atau perseorangan menjadi
tanggungjawab yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat Lkepentingan mendesak, untuk
pengembangan jaringan Irigasi pada daerah Irigasi yang
belum menjadi prioritas, pembiayaannya dapat saling
bekerjasama.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi
Pasal 41

Pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi primer dan
sckunder menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi primer dan
selkkunder didasarkan atas kebutuhan nyata pada setiap
Daerah lrigasi.

Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan jaringan
Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada setiap
daerah Irigasi dilakukan sesuai dengan kewenangan bersama
dengan P3A berdasarkan penclusuran jaringan dengan
memperhatikan kontribusi P3A.

Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan Irigasi pada
setiap daerah Irigasi disepakati Pemerintah Daerah dengan
P3A.

Pengguna dana pengelolaan jaringan Irigasi dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan vang berlalou.

Pasal 42

Pembiayaan pengelolaan jaringan Irigasi tersier menjadi
tanggungjawab P3A.

P3A dapat membantu menyediakan biaya pengelolaan
jaringan Irigasi primer dan sckunder setelah mendapat
persetujuan Bupati.

Dalam hal P3A tidak mampu membiavai pengelolaan
jaringan Irigasi tersier, Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya dapat membantu berdasarkan permintaan
dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pembiayaan pengelolaan jaringan Inigasi vang
diselenggarakan oleh Badan atau perseorangan menjadi
tanggungjawab yang bersangkutan,



.

(5) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak, untuk
pengelolaan jaringan Irigasi pada daerah Irigasi yang belum
menjadi prioritas, pembiayaannya dapat saling bekerjasama.

Pasal 43

Pembiayaan operasional Komisi,Sckretariat, tenaga operasi dan
petugas pelaksana operasi serta pemeliharaanlrigasi Daerah
tanggungjawab Pemerintah Dacrah.

BAB X

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI
Pasal 44

(1) Untuk menjamin kelestarian, keberlanjutan, fungsi dan
manfaal jaringan Irigasi, Bupati mengupayakan ketersediaan
lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan
beririgasi.

(2) Dinas berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan
beririgasi untuk kepentingan non pertanian.

(3) Alih fungsi lahan beririgasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dapat dilakukan kecuali ada perubahan tata ruang
wilayah dan bencana alam yang mengakibatkan hilangnva
fungsi lahan dan jaringan Irigasi.

(4) Pemerintah Daerah mengupayalkan penggantian lahan
beririgasi beserta jaringannya yvang diakibatkan oleh
perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

(5) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan penataan
ulang sistem Irigasi dalam hal sebagian jaringan Irigasi dan
sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.

(6) Badanatau perorangan vang melakukan kegiatan yang
mengakibatkan alih [ungsi lahan beririgasi yang melanggar
Rencana Tata Ruang Wilayah schagaimana dimaksud pada
ayat {1) hurul a, wajib mengganti lahan beririgasi beserta

jaringannya.
BAB XI
KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI
Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah secara terpadu menetapkan wilayah
potensi Irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk
mendukung program ketahanan pangan Nasional.

(2} Pemerintah Dacrah mengupayakan konservasi sumber air di
daerah tangkapan air untuk menjaga keberlamjutan fungsi
[rigasi.



Pasal 46

(1) Pengelolaan kualitas air Irigasi dilakukan dengan cars

memperbaiki kualitas air pada sumber air dan jaringan
Irigasi melaluai :

a. penetapan kelas air dan baku mutu air pada jaringan
Irigasi;

b. pemantauan kualitas air pada jaringan Irigasi;

c. pengendalian dan penanggulangan pencemaran air pada
jaringan Irigasi;

d. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan
kualitas air Irigasi.

(2) Pembuangan air limbah ke jaringan Irigasi dilakukan setelah

terlebih dahulu mendapat izin Bupati sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XII
LARANGAN
Pasal 47

Setiap orang atau Badan, dilarang :

a.

b.

d.

g

menyadap air dari saluran pembawa, selain pada tempat
yang telah ditentukan;

mengembalakan dan menambatkan ternak besar pada atau
di atas jaringan Irigasi;

membuang benda padat dengan atau tanpa alat mekanis
vang dapat berakibat menghambat aliran, mengubah sifat air
serta merusak bangunan jaringan Irigasi beserta tanah
turutannya;

membuang benda cair dengan atau tanpa alat mekanis yang
dapat berakibat terlampauinyva baku mutu air Irigasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku;

membuang sampah ke saluran irigasi atau sungai atau
sclokan;

membuat galian atau membuat selokan panjang saluran dan
bangunan-bangunannva pada jarak tertentu yang dapat
mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu
stabilitas saluran dan bangunan-bangunannya;

merusak dan/atau mencabut tanarman pelindung vyang
ditanam pada tanggul saluran dan pada tanah turutan
bangunan-bangunannya;

menanam tanaman pada tanggul dan/atau tanah turutan
bangunan vang tidak sesuai dengan kaidah teknis Irigasi;

menghalangi atau merintangi kelancaran jalannya air;

mengambil tanah, pasir, kerikil, dan batu dari jaringan Irigasi
dengan alat mekanis maupun manual;



k. mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran bangunan-
bangunan dalam jaringan Irigasi maupun bangunan
pelengkap:

. mendirikan, mengubah, ataupun membongkar bangunan-
bangunan selain sebagaimana dimaksud pada huruf j vang
berada didalam, diatas maupun melintasi saluran Irigasi;

m. mendirikan bangunan ataupun melakukan tindakan lain
vang dapat mengganggu fungsi drainase.
BAB XIIi
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 48

Setiap orang atau badan vang melanggar ketentuan Pasal 14avat
(1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan (2}, Pasal 25 ayat (1},
Pasal 26 ayat (5), Pasal 27 ayat (6}, Pasal 32 ayat (3), dan Pasal
4bayat (2), diberikan sanksi administratif berupa pencabutan
izin dan/atau pembongkaran bangunan,

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan
yvang berkaitan dengan Irigasi dinyatakan masih tetap berlaku
scpanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Izin yang telah diberikan sebelum diberlakukan Peraturan
Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan
masa berlakunva habis.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 21 Tahun
1995 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan
Perkumpulan Petani Pemakai Air {P3A) Mitra Cai di Kabupaten
Daerah Tingkat II Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Cianjur Tahun 1996 Nomor 9 Seri C), dinvatakan
dicabut dan tidak berlaku.



LS

Pasal 52
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Dacrah ini dengan penempatannva dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetaplkan di Cianjur

pada tanggal 26 Desember 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
o =pada lcmg,gcﬂ 15 Januari 2013
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